PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 87782

TOBELO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENIMIMKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KARUPATEN HHALMAHNERA UTARA
NOMOR : 420.9.1/1475/P 1Z.PKBEM.O0/2016

Tentang

PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR { PKBM )
* MARIMOIL
KABUPATEN HALMAHEHRA UTARA

Membaca i Sural permobonan Perpanjangsan Ban Penyelenggara Pusat Kegialan
Belajar Masyarakat (PKBM)dari Lembaga PKBM"MARIMOI Namor
420058 PEKBM MARIMOL2016 Tanggal 07 Oktober 2016 yang di
kelola oleh  Saudara  MARINUS  TUKANGSPA.K selaku
penyelenggara £ pimpinan,

Menimbang : 1. bahwa lembaga penveicnggara Pendidikan Mon Formal { FNF ) adalah
lermbaga yang menyelengparakan program Pendidikan Non Foarmal
denegan mengemban Misi Pondidikan dan tetap berusaha mownjodkan
peningkatan rmuty dan prestasi siswa kedepan ;

4. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelavakan/ assesment dars
Tim Pengawas Pendidikan Khusus/PLE Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga EKabupaten  Halmahera Utara  nomor ;. Nomor:
42009 1/ 1438/ DL 1232016

5, bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2} terschut diatas  periu
ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan (Hahraga Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : |, Undang — undang nomor 28 Tahun 1999 (entang penyelenggarasan
Mepars vang bersih dan bebas dari Kelusi, Korupsi dan Nepotisme
i Lembaran Nepara Tahun 1999 Nomor 75, tambaban lembaran
Megara Nomor @ 3931 ) ;

2, Undang — Undang Nomor 43 Tabun T999 lentang perobzban atas

Undang - Undang Momor & Tahun 1974 tentang pokok - pokok

Kepegawsian { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Megara Nomor : 3890 )

Undang — Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang  pembentukkan

P'eopingi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kasbupsten Maluko

Tenggara Barat { Lembaran Negarn Tahun 1999 WNomor 174,

Tambahan Lembaran MNepgara Nomor ; 3895 )

4, Undang - Undang Womor 1 Tahun 2003tenteng pembentukkan
Kabupaten Halmahera Sclatan, Kabupaten Kepulauan Suls, Kabupalen
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Lhara
{ Lembaran MNegara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor | 4264 )
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Menelaplkan
Kesam

Kedua

Keempat

Tembusan Yth :
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s

Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Masional [ Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor @ 3412 )

Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem
Pendidikan luar Sekolah { Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36,
Tarmhaban Lembaran Negars Nomor 2 3412 ),
Keputusan Presiden BRI Nomor @ 8% tabun 1998 lentang Pembinaan
Kursus dan Latihan Kerja ;
Keputuzan Mendiknas RI Nomor 26/U71999 tentang Penvelenpparann
Kursus ;
MEMUTUSKAN
Memberi perpanjanganSurat Tzin Operasional kepada ;
Lembaga PNF / PEBM : MARIMOI
lemis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,
Keaksaraan Fungsional{ KF),
Kelompok Belajar
Usaha (KEL
Rumpun : Pendidikan Non Formal
Tahap Akreditas L
Aldarmat : Desa Soatobaru Kee. Galela Barat
Pemimpin : MARINLIS TUKANG
Perpanjangan Izin Operasional ersebul terdapal pada pasal pertama
erlaku lerhilung mulai pada tangpal 18 Okwober 2016 sampai dengan
18 Oktober 2019
. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Kesctaraan/Latihan

KenaKursus PNF sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi
Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat

2. Wajib menzati peratursn dan Perundangan vang berlaku

[

. Waih mengivim laporan berkala sesual ketenbuun dan mode]l yang

telah ditentukan.
Wajib mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30
i Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
Surat Keputusan ini berlaku terbitung tangpal ditetapkan dan jika
terdapat kekeliruan akan ditinjau kesmbali sehagaimana mestinya
Ditetapkan : Tobelo
Doty : 18 Oktober 2016

Bupali Halmahera Ulara ;
Dircktur Jenderal BPPLSPE di Jakarta
Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta |

Kepala Dinas Pendicdikan aLIIHTl Penpajaran

Prarminer Wdalider T Tar:
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Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan
Masional [ Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor : 3412 )
Peraturan  Pemenntah Nomor 32 Tahun 20011 teplang  Sistem
Pendidikan |.uar Sekolah ( Lembaran MNegara Tahun 1990 Nomor 36,
Tamhaban Lembaran Negara Nomor 2 3412 ) ;
Keputusan Presiden BRI Momor @ 68 mbun 1998 lcntang Pembinaan
Kursus dan Latihan Kerja ;
Keputusan Mendiknaz RI Nomor 26/U71999 tentang Penvelenpparann
Kursus ;

MEMUTUSKAN

Memberi perpanjanganSural Tzin Operasional kepada
Lembags PNF / PEBM : MARIMOI

lemis Pendidikan : Pendidikan kesetaraan,
Keaksaraan Fungsional(KF),
Kelompok Belajar
Uizaha (KI3LI)

Fumpun : Pendidikan MNon Formal

Tahap Akreditas s

Alarnat : Dess Soatobaru Kee. Galela Barat

Pemimpin : MARINLUS TUKANG

Perpanjanpan [z2in Operasional tersebul erdapat pada pasal pertama
berlaku lerhitung mulai pada tanggal 18 Oktoker 2016 sampai dengan
18 Oktobes 2010

. Waijih menyelenpgarakan Pendidikan Kesetaraan/Latihan

KegaKursus PNF sedemikian rupa sehingpa dapat memenchi fungsi
Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
Wajib menaati peraturan Jdan Perundangan vang berlako
Wajith mengirim laporan berkala seswal ketentuan dan model yang
telah ditentukan.
Wajib mengajukan Permohonan izin bary selambat-lambatnya 30
{ Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir,
Sural Kepulusan ini berlaku terbitung tanpgpal ditetapkan dan jika
terdapat kekeliruan akan ditinjau kesmball sehagaimana mestinya

Ditetapkan r Tobelo
C 18 Qktober 2016

Bupali Halmahera Ulara ;

Direktur Jenderal BPPLSE di Jakarta
Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta |
Kepala Dhinas Pendidikan -dlun Pengajaran

Pramimner dfclitlo T lrars



